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PUTUSAN
Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Bpp

s a1 &) aasy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun,é%\ a-Islam, pekerjaan Karyawan PT.
Clipan Financ \be%didikan'qWA, tempat tinggal di Kota
Balikpapan, sébagai Pemohon; (/

I m-e l'aw-an -0

Termohon, umgzs tahun; agama Islam,%kerjaan Tidak bekerja,
pendidikag:éMA, tempat tinggal di Kga Balikpapan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi<saksi di persidangan;

DUDUK"PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
bertanggal 24 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 25 April 2016 dengan Nomor 0701
/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20

Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Srlatan, Kota Balikpapan,
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dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 679/094/V1/2014 tertanggal 20
Juni 2014;

2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di daerah Gg. PLN, selama kurang lebih 1 tahun,
kemudian masing-masing pindah ke alamat yang sudah disebutkan
di atas sampai dengan sekarang;

3 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri,
namun belum dikaruniai anak;

4 Bahwa awalnya hubungan...RPemohon dan Termohon berjalan
harmonis, hidup rukun ﬁ@élm‘g"lyayangi. Namun sejak bulan
Nopember tahun ZOlvs}ehidupan rd@gh tangga antara Pemohon
dan Termohon mt.d%oyah yang disebalkan oleh:

a. Sejak aw§ perkawinan Termohon‘%ﬂalu bersikap arogan
terhada;EPemohon, sehingga me@buat Pemohon tidak
dihargaitselayaknya kepala'rumah tazgga;

b. Pemohon tidak pernah mendapatkan alasan dan penjelasan
yang ' '\mencerahkan terkait arogansi Termohon yang
demikian;

c. Pemohon'. kesulitan mendapatkan’ kasih sayang dari
Termohon, meskipun:saat-Pemohon dalam keadaan sakit;

d. Pertengkaran-pertengkaran” yang terjadi selalu dimulai oleh
Termohon tanpa adanya penyebab yang jelas;

e. Pemohon merasa tidak dianggap di rumah sendiri, sehingga
Termohon bebas mau melakukan apa saja seperti tidak ada
hubungan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga
yang sedang dujalani;

5 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon memilih untuk
meninggalkan Termohon sejak bulan November tahun 2015;

6 Bahwa sebelumnya, pada sekitar bulan November tahun 2014,
Termohon sempat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan

Agama Balikpapan, namun telah dicabut kembali oleh Termohon;
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7 Bahwa Pemohon selalu memberikan penghasilannya kepada
Termohon secara rutin setiap kali Pemohon menerima penghasilan
dari tempat bekerja;

8 Bahwa Pemohon sangat menyadari bila belum mempunyai apa-
apa dibandingkan dengan Termohon yang memiliki rumah yang
dijadikan tempat tinggal bersama;

9 Bahwa permasalahan ini sudah dibahas oleh pihak keluarga, dan
akhirnya menyerahkan keputusan kepada Pemohon;

10 Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar dalam menjalankan
kehidupan bersama; - :)__:,;_-"-;

11 Bahwa Pemohon er@é‘é’é ﬁéﬁ tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan huburjg@ami istri deng rmohon;

12 Bahwa Pemoho‘lzg gap membayar seltifuh biaya yang timbul
dalam penyeles!éﬁéwperkara ini; ‘

Berdasarkan | alasan/dalilzdalil di'atas, Pemah®n mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Balikap‘apan Cq.-Majelis Hakim y%ng memeriksa dan
mengadili perkara ini,| selanjutnya menjatuhkan*putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permehonanPemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon™ untuk menjatuhkan talak satu
kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan

Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain
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datang menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun menurut
relaas panggilan bertanggal 3 Mei 2016 untuk sidang tanggal 12 Mei
2016 dan relaas panggilan bertanggal 16 Mei 2016 untuk sidang pada
tanggal 26 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan
menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati
Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan
Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah
permohonan Pemohon bertanggal 24 April 2016 yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/094/V1/2014, dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
tanggal 26 Januari 2005, yang telah dicocokkan sesuai aslinya,
bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan
2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku
bernama:

1. Saksi 1, Balikpapan, 30 Oktober 1957 (58 tahun), agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di
bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

sebagai Ayah kandung Pemohon;
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- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014
di Balikpapan Selatan, dari perkawinannya belum dikaruniai
keturunan/anak;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon di Balikpapan selama
1 tahun;

- bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun

sejak Nopember 2015 Pemohon dan Termohon sering

bertengkar;
- bahwa masalahnya mohon tidak mau melakukan
. ¥ el o
pekerjaan-pekerja ‘&' rumah seharusnya ia kerjakan,
sebaliknya th memasak, uci pakaian dan

membersihkq’éqr-ﬂhah banyak dilakuka‘n‘ h'Pemohon;

- bahwa Ternpﬁgn juga-kurang tulus d% hal kasih sayang,
seperti saatPemohon sedang sakit’ ia: gai istri tidak mau
peduli untuk,merawatnya;

- bahwa sejak Nopember 2015'yang lalu-mereka sudah berpisah
tempat tinggal, Pemohon meninggalkan /rumah karena sudah
tidak tahan terhadap perlakuan Termohon;

- bahwa saksi sebagai orang-tua sudah-berusaha mendamaikan
dan menasihati keduanya;-namun-tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon
dengan Termohon lagi;

2. Saksi 2, Balikpapan, 3 Oktober 1982 (33 tahun), agama Islam,
pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di
bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
sebagai Kakak kandung Pemohon;

- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20
Juni 2014 yang lalu dan dari perkawinan mereka belum

dikaruniai anak;
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- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;

- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka
berjalan baik, namun sejak 6 bulan yang lalu sering bertengkar;

- bahwa Termohon tidak peduli dengan pekerjaan di rumah yang
semestinya dikerjakan seorang istri, malah sebaliknya Pemohon
yang melakukannya seperti menyapu, mencuci pakaian,
memasak dan lain-lain;

- bahwa Termohon tidak mau tahu Pemohon yang sedang sakit,
ia juga tidak bersedia merawatnya sebagai istri Pemohon;

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah
rumah sejak Nopember 2015 Pemohon pergi dari rumah akibat
tidak tahan dengan perlakuan Termohon tersebut;

- bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun
kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan mereka,
karena sudah tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah
keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim
Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam
perkara ini ialah Pemohon memaohon izin untuk menjatuhkan talak kepada

Termohon karena sejak Nopember 2015 antara suami dan istri terus
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di
persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun
kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan
secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh
karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan
dalil-dalilnya telah dapat dinya&fgﬂﬂa“gdan oleh karenanya pula
Termohon dapat dianggap %E%h menga '_g;\lil permohonan Pemohon
dan menurut ketentuansysal 149 RBg, maﬂga permohonan Pemohon
tersebut dapat diputusSdengan putusan’ tidak=thadir (verstek) kecuali
apabila permohonannyaritu metawan hak atau tid%beralasan;

Menimbang, b%wa apa'.yang dipertimba%kan tersebut adalah
sejalan dengan ketentuan dalil-fighiyah_sebagaimana tercantum dalam
kitab Ahkam Al Qur=an, jilid Il halaman'405 sebagai berikut:

A Y Al g8 i Al fralaial) alsa e aSla ) 23 (e

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh” hakim untuk menghadap di
persidangan, sedang orang‘tersebut:tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan-gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini
mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk
menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon
tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Sabeni bin H.

Abdul Halif dan Annisa Octafillia binti Muhammad Sabeni, yang telah
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memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah
bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-
saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu
sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami
istri yang telah menikah di-Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
pada tanggal 20 Juni@ G%qu«@

2. Bahwa benar ra Pemohon ‘(% an Termohon terjadi
perselisihan /kar€ha masalah_pekerjaan ‘dp dalam rumah tangga,
Termohon tidgks 'mau-/ mengerjakan p-&erjaan rumah yang
seharusnya dilgukan oleh| seorang’ istri, tetapi malah sebagian
besar dikerjakan oleh Pemohon;

3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai
puncaknya pada bulan Nopember 2015, yang menyebabkan antara
keduanya berpisah “tempattinggal “sampai dengan sekarang
karena Pemohon tidak tahan lagi.dengan-perlakuan Termohon;

4. Bahwa saksi-saksi atau*keluarga-dekat kedua belah pihak sudah
berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya sabar dan
tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sudah
tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal
tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak
akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat

dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon
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sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan
hidup berpisah dengan Pemohon sejak tanggal Nopember 2015 sampai
dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta
rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka
permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan
menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya
tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan
untuk menjatuhkan talaknya terhadap.Termohon;

Menimbang, bahwa sesggbgﬂn uan. dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun l?ﬁéb%wa 1@
batin antara seorang priq:’%‘%a%ai suami deng eorang wanita sebagai
isteri dengan tujuan L{%{@membentuk keluarg%umah tangga) yang
bahagia dan kekal be'}ggarkan Ketuhanan Yan@aha Esa”, demikian
pula sesuai ketentuarid/dalam.  Pasal’-3 Konipilasi, Hukum Islam,
“Perkawinan bertujuan u?ﬁuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

) inan adalah ikatan lahir

sakinah, mawaddah dan-tahmah;”

Menimbang, bahwa’dari Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu-adalah/ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai‘istri, sehingga apabila
unsur ikatan batin ini sudah tidak-ada-lagi maka sebenarnya perkawinan
tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut
telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus
dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak bisa hidup rukun dan sejak Nopember 2015 mereka telah hidup
berpisah, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi
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Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu
pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah
merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila
dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal
menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai
maslahat, sesuai dengan kaidah fighiyah sebagai berikut:

C‘““‘"“”M B uldal) 3

Artinya: “Menolak\?\;‘sadat itu Qéﬁ(lh diutamakan daripada
mencapai maslahat” Q\ '/f

Menimbang, lbaliya’ dalam~perkara ini te?;h didengar keterangan
keluarga/ orang—oranqierdekat dengan kedua ?glah pihak berperkara
yang menyatakan sudah berusaha: mendsenhati F%mohon supaya sabar
dalam berumah tangga /dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi
tersebut sudah tidak-~sanggup lagi merukunkan / Pemohon dengan
Termohon, maka pemeriksaan ‘perkara -ini telah/memenuhi ketentuan
Pasal 76 Undang-Undang Nemor 7 Tahun“1989 jo. Pasal 22 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan
dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Bagarah, ayat 227 yang berbunyi:

ﬁh&.ﬁudﬁ)\dlﬁdﬂﬁ\ 1508 Ol

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak
(istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui®;

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan

permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap

Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan
permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat
dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga
oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek)
serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya

Menimbang, bahwa denaénpd%ﬁ)ﬂﬂfgr@ya permohonan Pemohon
maka untuk memenuhi /keténtuan Pasal 84 %ﬁ/ang—Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana@ah diubah dengan U%ng—Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubagn keduadengan Unda%Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka dipénlfjntahkan kepada Paniter%engadilan Agama
Balikpapan untuk mengirimkan \salinan=penetapan ikrar talak kepada

kepada Termohon;

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara inistermasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan-Pasal-89 ‘Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan: Agama,:'Sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor:3-Tahun-2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Balikpapan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk
mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Pemo&o& ntuk, membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 281.000\~\ ?aua ratﬁ@_;lapan puluh  satu ribu

rupiah); Q\ ({f\

Demikian diputusk&? dalam rapat permusya‘%aratan Majelis yang
dilangsungkan pada harilﬁmis tanggal:26 Mei 20% Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Sya%an 1437 “Hijriyah;  oleh Dlg Muh. Yazid Yosa,
S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.-H. Ibrohim, M.H, dan Drs. Sutejo,
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang: terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut.dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Zakiah Darajah _Muis;<S.H., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
p.GA%q
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Drs. Sutejo, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Rp. 210.000,-
- Redaksi PxGAM{p 5.000,-
- Meterai Y‘\A Qv 6.000,-

Jumlah c}" Rp: ‘@1.000,-
N -
) D4

v

w
(s

Z
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